SISTEM PENERAPAN NILAI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAI\

TERHADAP KETENTUAN UNE}ANGJUNE) ANG NO. 12 TAHUN 1994
s TENTANG PAJAK E{JMI DAN BANGUNAN
: Indra Lubis *) -

g

- Ahstraksx

= Perekonomzan Indonesza yang z‘elah mengalamt _ k"ms
'-berkepanjangan telah melahivkan situcsi serba sulit sehingga menjadz
| setiap sektor dan setiap bagian mewjadi penting diperhatikan -untuk ||
|| menjaga  kelangsungan = pembangunan agar  tidak melemahnya |
pendapatan Negara, begitu juga dengan adanya Kenaikan Pajak dan ||
| ‘Pengenaan Pajak yang dalam Undang-Undang baru dalam beberapa ||
| bulan terakhir ini, dimana perpajakan merupakan tumpuan utama dalam

|| penerimaan pajak doalam regeri untuk Anggaran Pendapatan Belanja |}
| Negara khususnya dalam bidang Tanah don Bangunan yang dalam hal

|| ini -menentukan fungsi wmana yang paling dominan dan sangat |
| menentukan keberhasilan Pemerintah dalom meralisasi peneriman pajak, |
| agar dalam era demokrasi sekarang  ini para pelaksana (aparat) ||
| dituntut dapat dengan penuh Dedikasi yang tinggi sebagai Abdi Negara ||
i dan Abdi Masyarakat selalu menjalankan tugasnya dengan prinsip.
“ PELAYANAN PRIMA DAN BIJAKSANA *.

A. PENDAHULUAN
I. Latar Belakang.

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang maha esa kepada

alam semesta dan khususnya bagi manusia untuk dipergunakan dan

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran kehidupan manusia.
Pentingnya arti tanah bagi kehidupan atas hidup dan pijakan merupakan

tanah tumpah darah, sumber pangandan tempat akhir menutup mata.

* Indra Lubis, SH, MM, Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

Jurnal Kajian limiah Lembaga Penelitian Ubhara Java Vol, 9 No. 1 tahun 2008 723




 Hal ini objék tanah mérﬁpakali harta langka dan sangat berharga bagi

'.manusia.”: Sej.arah perkembangan, kejayaan dan kehancuran manusia
juga sangat ditentukan oleh harta tistap berupa tanah. Tanah merupakan _
_";j'sumber penghzdupan, kemkmatan pérSengketaan peperangan maha © -

_'_'-.ﬁdasyat karena perseoranga, masyarakat bangsa / Negara yang selalu i

_.Z:'bertumpu pada kebutuhan, penguasaan dan manfaat atau hasﬂ dan--zi L
'..-tanah | S

o -Manusia akan hidup senang dan bahagia berkecukupan apabila

e mei_eka dapat menggunakan tanah yang dikvasai atan dimkiliki sesuai . - B
| 'dengah hukum alam yang berlaku. Manusia akan hidup damai dan
sejahtera kalau mereka dapat menggunakan hak dan kewajibannya
- sesuai 'dengan batasan dan daya guna alam yang tertata dalam
.kebers.amaan masyarakat beserta kehidupannya. Pendayagunaan tanah
dan pengaruh-pengaruh alam akan menjadikan Instabilitas kemampuan
tanah dan pada akhimnya tidak dapat dihindarkan lagi menjadi ajang
perebutan yang berlebihan untuk menjamin hidupnnya. Hidup manusia
akan dirusak oleh manusia ity sendini karena diabaikannya hukum alam
dan masyarakat sehingga — mengabaikan pemeliharaan = dan
 pengembangan alam Aanah apar tetap lestari dan memberikan manfaat

_dan kenikmatan kepada umat manusia. Tanah dan bangunan merupakan

barang komoditi atau merupakan barang ekonomi yang berpengaruh
sangat kuat terhadap kehidupan bangsa, Negara dan penduduknya
tidaklah merupakan keraguan lagi. Negara sebagai Organisasi yang
mengatur dan memerintah rakyat serta kehidupan bernegara demi

tercapainya kemakmuran dan kescjahteraan rakyatnya, berkewajiban

‘untuk mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah, baik sebagai
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i 'ekonomz maupun: tempat tinggal. Untuk itu sudah sejak zaman kerajaan
sampai berdirinya Negara pendaydsunuan tanah ini diatur oleh para
ot '.'_.:'-;"_f"'penguasa atau Negaia ‘Salah satu pengaturan pendayagunaan fanah

s --kecuah meiaius, Undang Undang: - Pokok - Agraria, - Land Use dan -
i Landreform adaiah perpajak'm atas tanah.

kurun waktu lebih" kmang lima belas: tahun untuk Pajak Bumi dan =
i _"'-Bangunan, saal -ini:banyak timbul pertanyaan.di masyarakat bahwa . .
- pemungutan pajak atas tanah dan bangunan rasanya kembali kepada era

- sebelum tahun 1983, yaitu berlakunya kembali berbagai macam

pungutan pajak atas sebidang tanah dan bangunan yang sama. Pada
masa itu Indonesia meskipun telah Merdeka, masih berlaku dan
Undang-Undang buatan zaman Belanda yaitu :

1. Ordonansi Pajak rumah tangga 1908

2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923

3. Ordonansi Verponding 1928

4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

5. Ordonansi Pajak Jalan 1942

6

. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan
Pajak Daerah

.. 7. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 11 Tahun

1957 tentag Pajak
Hasil Bumi. Disamping ' itu juga masih belum dicabut dan
masih berlaku sampai dengan tahun 1997 tentang Ordonansi BeaBalik
Nama atas Pemindahan Harta Tetap(Staadblad 1924 Nomor 291).

Hal itu masih berjalan meskipun pada kenyataannya ordonansi

Setelah mengaldmx pert bahan dan daiam perjalanannya selama 2

tersebut telah tidak dapat dipungut bea atas objek yang berupa tanah
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S dan atau bangunan, Pemsﬂwa 1n1 ter3361 sebagai akibat d}terbltkannya

o :Uhdang~Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UndanO—undang Pokok
'f-f'-'.Agrarla pada tanggal scptembe: 1960 - yang - mcnquhwrl

‘.-'_:ibériangsungnya duahsme ‘sistem | penguasaan Hak " Atas . Tanah dan
S "Bangunan di Burm 1Indonesia, sc:hmgga -pengertian - harta tetap

ﬁsebagalmana yang d1atur dalam . Buku 11 ientang - KUHPerdala yang

i ;. dzpakal sebagal dasar Penguabaan Hah ‘Atas Tanah dan. Bangunan untuk

Eropha dan sederajat serta orang Timur Asing di Indonesia. Hal itu
sangat berbeda dengan orang: Bumi Putera / Pribumi Asli yang pada
masa itu disebut dengan istilah Julender yang diatur dalam penguasaan
i ._étas tanah dan bangunan haknya diatur dengan menggunakan Hukum
- adat masing-masing daerahnya.
IL. Indikator Kinerja. ,
| Apabila kita menyimak sistem perpajakan yang berlaku di

Indonesia sejak zaman dahulu, maka kita harus memulai dengan

membuka halaman lama berlakunya sistem perpajakan modern yang .

dilakukan oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles saat
menguasai Hindia Belanda dan India pada masa tahun 1800. Sebelum
zaman .pembaharuan yang dilakukan Raffles Hak Penguasaan Atas

Tanah dan Bangunan banhyak dikuasai oleh para tuan tanah yang

~_berasal dari_suku /. bangsa Cina seperti. di .daerah Situbondo,

Bondowoso, Probolinggo lain-lain- daerah. Pungutan kepada rakyat
dilakukan atas manfaat pengurusan tanah bagi mereka yang
mendapatkan manfaat dari tanah dan dipungut berupa uang dan hasil
bumi yang harus disetorkan kepada tuan tanah / Land Lord séfempat.

Sistem ini bertumpu pada zaman VOC yang secara paksa rakyat

harus menyerahkan hasil tanah dan sumbangan-sumbangan hasil tanah.
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- ‘gkonomi maupun tempat tinggal. Untuk itu sudah sejak zaman kerajaan
: '.-'_s:ar'npai berdirinya Negara, ‘pendayagunsan tanah ini diatur oleh para
. penguasa atau Negara. Salah satu pengaturan pendayagunaan tanah
‘kecuali ' melalui Undang-Undang - Pokok Agraria, Land Use dan o
- Landreform adalah perpajakan atas tanah.

[ Setelah mengalami pervbahan dan dalam perjalanannya selama

- kurun waktu lebih kﬁmng lima belas tahun untuk Pajak Bumi dan
Bangunan, saat ini banyak timbul pertanyaan di masyarakat bahwa
pemungutan pajak atas tanah dan bangunan rasanya kembali kepada era
 sebelum tahun 1985, vaitu berlakunya kembali berbagai macam
pungutan pajak atas sebidang tanah dan bangunan yang sama. Pada
masa itu Indonesia meskipun telah Merdeka, masih berlaku dan
- Undang-Undang buatan zaman Belanda yaitu :
Ordonansi Pajak rumah tangga 1908
Ordonansi Verponding Indonesia 1923
Ordonansi Verponding 1928
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Ordonansi Pajak Jalan 1942

Tt O (S O

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan
Pajak Daerah

7. -Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 11 Tahun

1957 tentag Pajak
Hasil Bumi. Disamping = itu juga masih belum dicabut dan
masih berlaku sampai dengan tahun 1997 tentang Ordonansi BeaBalik
Nama atas Pemindahan Harta Tetap(Staadblad 1924 Nomor 291).

Hal itu masih berjalan meskipun pada kenyataannya ordonansi

tersebut telah tidak dapat dipungut bea atas objek yang berupa tanah
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.5:Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentano Undang-undang Pokok
:_Agrana pada tanggal scptcmbe1 1960 “yang . mengakhiri
i ----'berlangsungnya duahsme 51stem penguasaan Hak Atas : Tanah dan 3
:-:';.' _'Bangunan d1 Bumx Indonesm schmgga pengeman harta = tetap

.Qsebagalmana yang diatur dalam Buku 1l tentang KUHPerdata yang .

--&Eroph;a dan - sederajat serta orang Timur Asing .di Indonesia. Hal itu
o _'sangat berbeda dengan -orang :Bumi Putera / Pribumi Asli yang pada
5 mésa itu disebut dengan istilah Inlander yang diatur dalam penguasaan
- atas tanah dan bangunan haknya diatur dengan menggunakan Hukum
- adat masing»maéing daerahnya. |
11. Indikator Kinerja. ' :
| Apabila kita menyimak sistem perpajakan yang berlaku di
Indonesia sejak zaman dahulu, maka kita harus memulai dengan
membuka halaman lama berlakunya sistem perpajakan modern yang
dilakukan oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles saat
menguasai Hindia Belanda dan India pada masa tahun 1800. Sebelum
zaman .pembaharuan yang dilakukan Raffles Hak Penguasaan Atas

Tanah dan Bangunan banhyak dikuasai oleh para tuan tanah yang

_berasal dari suku / bangsa Cina seperti .di daerah Situbondo,

Bondowoso, Probolinggo lain-lain daerah. Pungutan kepada rakyat
dilakukan atas manfaat -pengurusan tanah bagi mereka yang
mendapatkan manfaat dari tanah dan dipungut berupa uang dan hasil
bumi yang harus disetorkan kepada tuan tanah / Land Lord setempat.

Sistem ini bertumpu pada zaman VOC yang secara paksa rakyat

L -'-dan a’sau bangunan Peristiwa ini: ter_| adi: sebagm akibat diterbitkannya - .

: dipakm sebagal dasar Penguasaan Hak Atas Tanah dan’ Bangunan untuk -

harus menyerahkan hasil tanah dan sumbangan-sumbangan hasil tanah.
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" Disampmg, \ hal i 1tu muli'mjlkfm adﬁl&h d1masukkanya Pemik“ an '_ 5

tentang kegotongqoyongq _

i puubayawu paj jak

-:.;.rakyat d1 daerah akan merangsang rnasyarakat d1 daerah Lmtuk .
A }-;':-_-_antusxas ingin membayar pajak. ' '

Permasalahan yang: terjadz pada waktu itu terdapat beberapa -

inzasyarakat Pembayar pa_;ak Sebagal_.-'[

f_;msan pelaksaua pembangunan ,ebagaz penyandang dana melaiul i
. ;"ydﬂb ndnlmya lldbil pajak u,rm,bul L!Iu,lll.'_..._;.

__-g:_dlserahkan 90% kepada Daerah dan 1og1s apabﬂa Semua objek :

_opem yang mempunyal n11a1 ekonom;s akan dlkcnakan pagak__'-: _

> .ipungutan pajak atas ‘satu jenis objek yang berupa properti yaitu :

. tanah dan bangunan diantaranya ;
a Turan Pembangunan Daerah

L b | Pajak Kekayaan -

' Paj ak Rumah Tangga -

. Pajak Jalan

Perasaan darl masyarakat “awam yang merasa bahwa terjadi
- pajak berganda atas objek yang berupa tanah dan bangunan itu
memang diakui oleh -pemerintah - dan itu dituangkan dalam

- Pembukaan - Undang-Undang, “vang kemudian kehendak untuk

.mengakhiri pajak .berganda: tersebut juga. diluluskan oleh =

pemerintah dengan menyusun undang-undang baru yang diharapkan
. .merupakan -undangsundang + wyang ideal sebagaimana yang
f&iharapakan oleh semua masyarakat.
. 2. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan,
Pajak bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap objck

“pajak berupa tanah dan bangunan vang didasarkan pada asas
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_;ke'uikmatan,dan__as_as_:_ manfaat. dan dibayar setiap tahun. Pajak bumi

i _dan_ 'Ba_ngtman (PB_B;. _psngex;.a_z;ﬁnya_ di dasarkan pada Undang-

: _Undang. Nomc}_f 12iahuu 1985 sebagaimana telah dirubah menjadi

T 'Und_zmg-Un_dang Nﬁ_mo_r 12 Tahun 1994, dimana perubahan tersebut
. :menga_t};r __téznf_ang iéiiléiz!risiilali dari pengertiannya yaitu ¢

g 1Bumi __.gd_aiah-...pé_}iﬁti}_caén : bum; dan - tubuli - bumi - yang ada

'-'-'----_-';dibawahnya','-=;--pei_1gertian * jui- berarti bukan hanya - tanah -

" permukaan:bumi saja akan tetapi betul-betul tubuh bumi dari

permukaan sampai dengan hasil bumi yang ada didalamnya.

2. Bangunan ' adalah “konstruksi teknik yang ditanam atau
diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dalam hal
ini adalah teknik yang diréncang_ dan disusun sedemikian rupa
sehingga merupakan hasil karya manusia berupa bentuk / wujud
perubahan dari bahan dré.isar / material dan bahan fasilitas
menjadi banguﬁan,' misalnya ; Gedung, Jembatan, . Pabrik,
Tower dan lain-lain.

Agar objek pajak yang béru;.u bumi dan bangunan seperti
tersebut diatas dapat dikenakan pajak, maka perlu dibitung Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP) dan untuk itu dialur serta ditetapkan

melalui Keputusan Menteri Kecuangan tentang penentuan Klasifikasi

dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan. '

3. Tahun Pajak dan Pengenasn Pendaftaran dan Pembayaran
PBB.

Tahun pajak dalam PBB adulah jangka waktu satu takwim, hal

ini juga sama dengan masa tahvy pajak lainnya seperti yang diatur

dalam Undang-Undang Ketentuan Umam Perpajakan Vaﬁg dimulai
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ey : ;..-semua data ijr*k pajal( dan suL_}ek pajak yang. dlpdkal sebaga1 dasar-

ang teiah tera,antu:rn daiam ba31s data tahun sebelumnya

f_-Pajak Terutang (SPPT) akan dlterbltkan dan dipergunakan untuk

Q'-E.:'.pencrenaan Pajak Bumi .dan Bangunan tahun berikutnya. Namun

4 ;.:_s_ebahl;nya apabila -SPPT:ftelah, diterbitkan dan kemudian pada
> pertengahan tahun terjadi perubahan data misalnya objek pajak

. terbakar habis atau dijual atau sebagian, maka data perubahan juga.

;ﬁ._.:_..é;:::'pada tanggal I Januau szunpaz dengan 31 Desember tahun yang '
bersangkutan Kemud ai saat m,.nsntuk'm pajak teruta.ng adalah'

'-.'."._:-;.:j_mcnumt kmdmm ohjel najak pada tanggai 1 Januar;, sehmgga'ﬁi‘f'_:--
: enghnungan Paja.k Bum1 dan’ Bangunan adalah data. / mfmmasr-:f;f: :

_*:Déngan dem;knn Lii)db!]d lCl‘_]adl pcrubahan data. pada buian'_'_;_._':-:

_anuan °a1npm dengar saal - dlperszapkan Surm‘ Pembem‘aimaiz_.'_._-____:'i-__

- akan dipergunakan untuk pengenaan tahun berikutiya dan Pajak o

. .Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam SPPT tetap harus

- . dibayar sesuai dengan data yang tercantum dalam SPPT tersebut

jfaitu data sebelum objek terbakaratau dijual atau sebagian. Apabila
- dalam tahun berjalan- data / informasi Pajak Bumi dan Bangunan
" berupa tanah kosong dan telah diterbitkan SPPTnya dan kemudian

dalam pertengahan tahun yang sedang berjalan kemudian diatas

- tanah tersebut didirikan bangunan dan sebelum akhir tahun selesai

dan dimanfaatkan atau dinikmati, maka SPPT yang terbit tadi tidak
dapat dirubah dan data baru berupa tanah dan bangunan tersebut
akan dipakai sebagai perhitungan pengenaan PBB tahun berikutnya.

Tempat pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah

‘dimana administrasi pemerintahan objek pajak terletak atau lokasi

- objek pajak sangat menentukan dimana Pajak Bumi dan Bangunan
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._'-3'_:-:5-dii{ehakan: 'iniéalﬁj}é :.im'iuk “daerah - Ibukota :Jakarta - .berada di
'f.-_:miayah DKI Jakdrta sedangkan untuk daerah. lalnnya adalah di
. --ikabupaten atau: kota yang mehputi objek pajak terIetak misalnya
s ':.Ob‘]d\ paj'd\ di 3a}an Ahmad ‘ani No. 5 Bel\asn Barat, maka tempat
-terutangnya Pa}ak Bumi ‘dan- Eangunan berada di K@tamadya
= -.:':_ Bekasz sebagalmnana tetsebut diatur. dalam Pasal 8 Undcmg-Undang g
Nomor a7 Tahlm 1994, "Selanjutnya + Pendaftaran Surat
o Pembmtdhuan Ob‘]bk deak dalam SPPY diatur dalam Pasal 9 yang

E --'-mengenau, e

1. ‘Dalam rangka pendataar subjek pajak wajib mendafiarakan
+-objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP). e
2. SPOP sebagain;ana. dimaksud dalam ayat 1 diisi dengan jelas,
-benar dan lengkap seria ditandatangani dan disampaikan kepada
- Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak
' objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal
-~ .diterimanya SPOP olch subjek pajak.
~Melihat dalam pasal ini, Self Assessment terlihat pada saat

pendaftaran, pendataan yang kemudian dalam pelaksanaan

- administrasi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

 Bangunan (KP.PBB) karena mengingat kemampuan pendaftaran =

dan pendataan Wajib Pajak / Subjek Pajak tidak sama maka perlu
dibantu dan dipermudah dalam mendapatkan kepastiannya sebagai
wajib pajak. Dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan
Surat Keputusan Menkeu No.1008/KMK.04/1985, tentang Tata

Cara Penyampaian Laporan dan Pemberian Keterangan dari pejabat

yang dalam jabatannya berkaitan langsung tentang tata cara
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:I’.ljill\. Bunn dan Bang,unan S LR G

Dalam perjalanan peiaksanaan Pajak Bunn dan Bangunan

- 3=:;- dan kemudlan d1terb1tkan Surat Fdaran Dlrektur Jenderal Pajak No. .
E 06/P3/’)001 langgal 25 szudn 2001 tentang Pgtun}uk Pelaksana

- beberapa ketentuan dalam Surat Edaran_yang harus diperhatikan,
... diantaranya : o _ |
1) Alternatif kegiatan pembentukan dan atau pemeliharaan basis
~ data | A\ _
5. 2) Bentuk dan / Struktur - Organisasi serta uraian tugas dan
. tanggungiawab

3). Petunjuk Pelaksana Kegiatan Penilaian

~4) Prosedur penyampaian laporan kegiatan

5) Standar biaya pembentukan dan pemeliharaan basis data
- 6) Estimasi perhitungan biaya alternatif kegiatan pendataan dalam
| rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data
Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan

- dilaksanakan oleh Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

3:'j_f-pendafta1an dan pendaman objek pajak dan suchk pajak cialam ";':
____'Zdlrnana Surat Keputhsam Memeu Keuangan ini kemudlan dirubdh' e

c "dftaran dan Penﬂam Ob}ek dan Subjek Pajak dalam rangka'.'-:f";;_g__

o :;;;.nembentukan dan. pemﬂhharaan Bams data Dalam hal ini ada

(KP.PBB) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal
Pajak dan selalu diikuti dengan kegiatan penilaian. Pendataan
dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan
sekurang-kurangnya untuk satu wilayah Administrasi Desa /

Kelurahan dengan menggunakan / memilih salah satu alternatif

sebagai berikut :
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e "a.f-_'Penyampalan a’an l’emrzntauan Perzgembalmn SPOP. baik
i | "-perorangan atau koletlf _
s Cb '-.Ident;ﬁkam {)bjek Pajak ; pendataan dengan alternatif ini
' "dapat dﬁaksanakan pada wxlayah ! daerah yang sudah
".".-"“':mempunyal peta gans/ peta foto yang dapat menentukan posisi

s reiatlf . Obj ek dea_k ._te,tapl__ .tldak mempunyai data administrasi

e pembukuan Pajak Bumi :dén-Banguﬁéln tiga-tahun terakhir. - - -

‘¢, Verifikasi Data Objek Pajak ; alternatif ini dapat dilaksanakan
pada wilayah /daerah yang sudah mempunyai peta garis/peta
foto dan suda mempunyai data administrasi pembukuan PBB
hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

d. Peagukuran Bidang Objek Pajak | alternatif ini dapat
dilaksanakan pada wilayah /dacrab yang hanya mempunyai Sket
Peta Desa / Kelurahan (misalnya dari Biro Pusat Statistik atau
instansi lain) atau peta garis / peta foto tetapi belum dapat
digunakan untuk nﬁ:ncniukam posisi relative objek pajak. Basis
data yang telah terbentuk yaitui seluruh objek pajak dan subjek
pajak bumi dan bangunan yang telah diberi Nomor Objek Pajak
(NOP), Zone Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya Komponen

‘Bangunan (DBKB) dalam suatu  wilayah administrasi

pemerintahan -fertentu -yang - disimpan -dalam - media- komputer.

dan perlu disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dilapangan.
Pemeliharaan Basis Pata tersebut didasarkan kepada informasi /
laporan yang diterima langsung dari wajib pajak bersangkutan,
laporan petugas Direktorat Jenderal Pajak, maupun laporan’

pejabat lain sebagaimana dalam ketentuan undang-undang Pajak

Bumi dan Bangunan.
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_Untuk menmptakan suatu basxs daé:a yang akurat dan up to date
-__dehgan mengmtegramhau Schd aktxw.tas admlmsuam Pajak Bunu :
:_dan Bangunan dalam suati‘ wadah %ehmgga pelaksanaannya dapat_:
: 'j'_:leb1h seravam, sederlzrma, cepcz? den’ efeszen Dalam pemehharaan'fﬁ
_:Ba51s data 1n1 Dnektora1 T*ndc,rzzi Pajak khususnya D;rektorat Pajak '..i
. '5"1111._ dan Banglman 1elah mevggunakan aiat Bantu ‘berupa:
mputer hai 1111 menijmg,at bahwa tugas yang dlembannya dakam:::..___.._ :
. :_mewujudkan I‘eahS’Ibl pepeumaan dan. mengatul atas. tembnya..';.5'___';1:5.6_"_.' _
_-;;._'admimstrasz dibidang perpajakan atas t_anah yang saat ini telah I_ _
-safﬁpai pada jumlah objek .dan lsubjek pajak__seb_anyak-ratusan juta
lebih, pada era sekarang ini kita memerlukan alat berupa satelit dan e
komputer yang handal. Pada awalnya sistem komputerisasi Pajak |
¢ Bumi dan ‘Bangunan dibangun -dalam suatu plat-form sebagai '
Cberikut il 7

-1, Menggunakan perangkat keras berbasis Personal Komputer

2. Sistem Operasi Unix

w3, Perangkat lunak berbasis data Recital dan Program Aplikasi
SISMIOP yang dibangun menggunakan perangkat lunak
Recital.

Program Komputer ini kemudian dikembangkan lagi pada suatu

aplikasi lainnya antara lain :

a. System Informasi Geoglaﬁs (SIG) PBB
b. Aplikasi Pelayanan Informasi Telepon (PIT)

Kedua program ini menggunakan sistem data SISMIOP sebagai
sumber informasi data numeris yang kemudian pada tahun 1997

SISMIOP ini dikembangkan lagi dalam perangkat lunak basis data

Oracle yang artinya ; merupakan basis data yang dipilih
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 ; 'i_fDépaﬁemen . Keuangan -_Repu%;}_ilg_-_.In_donesia ‘sebagal -batasan
"_-"(sf'andar) -pengoiahaﬁ basis data -=-isé¥1ih?'ga-selumh Instansi dibawah
Departemen Keuangan dmar fn.p}\,“} a ca_..n lebih mudah dalam tukar-

2 --_'--menui ar 1nforma51 B |
4 Kebemmn dan Banding seria -; cagurangan Pajak Bumi dan

: Bangunan.

- Keberatan dan bandm;: bapl waﬁb pajak pada- pr11131pnya dapat
r ..mengajukan keberatan kepada. Direkiorat Jenderal Pajak karena
adanya perbedaan tafsir / pendapat atas materi pengenaan pajaknya,
- -misalnya salah tulis nama atau .algmai, salah data, salah nilai jual
objek pajak, atau salah hitung dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan Direktorat Eénderai Pajak berpedoman
kepada Petunjuk Pelaksana Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan
Bangunan = sebagaimana diét_w: dalam  Surat Edaran No.
SE.15/Pj/1997 tanggal 29 Tuli 1997 vang mana pengertiannya
adalah ;

I. Keberatan atas Surat Pemberitalinan Pajak Terutang (SPPT) / -
Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB yang diajukan oleh wajib
pajak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun
1994 yang pada dasarnya baru dapat diterima seluruhnya atau

sebagian apablia dapat membuktikan alasan Yuridis Fiscal yang

kuat bahwa SPPT / SKP yang diterbitkan oleh kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak atau kurang sesuai
dengan data dan keadaan yang sebenarnya.

2. Maksud dan Tujuan I’cnyc}cs%zm Keberatan Paiak bumi dan

bangunan adalah untuk men: i kepastian hu}\um kepada
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o ' terlaksanananya kcadilan dalam perpajakan .
3 ':'Yang dimai{sud kuwmian dalam Pagak Bum: dan Bangunan = -

.a.. : i

_bangunan. dzm R»S'ﬁahan dalam penetapan atau pengenaan -
angka :

b, ‘Adanya perbedaan  penafsiran tentang penetapan subjek
pajak sebagai wajib pajak dan objek pajak yang tidak
dikenakan PBB.

~+4.-Kesalahan- tulis;-kesalahan-hitung -atau kekeliruan penerapan
peraturan

5. Pengajuan keberatantidak ‘menunda kewajiban membayar pajak

terutang.

- Tata Cara Pengajuan Keberatan dalam SPPT PBB diantaranya :

1. Diajukan secara tertuklis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor
pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan
SPPT/SKP dengan melampirkan SPPT / SKP(Fotckopi) dan

- Surat Kuasa bila dikuasakan oleh pihak lain

"lwapb pajalx_ ya1tu untuk memamm hak Wﬂ_}lb pa}ak dan_" o

Dahm hn] waui* a;al«. mcm% %PPT ﬁtau ‘SKP tidak sesuai
'dt,ng,an ».ca iaan mmg,cnai kcsaidhan luas ob_;ek bumi dn _

: :_"atau bfmgunan kesalahan klas1ﬁka31 ob_lek bumi dan atau':j_;'-:_

2. Diajukan masing-masing setiap tahun dengan alasan yang jelas

dan mencantumkan besarnya PBB menurut perhitungan Wajib
pajak.

3. Digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung

sejak tanggal diterimanya SFPT / SKP oleh wajib pajak.
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4 Keberatan terhadap SPPT dan_ atau. Surdt Ketetapan Pajak i

."dengan ketetapan sampal dengan Rp.. 100.000.- (seratus ribu

;rupxah) dapat dlajukan oecqra perorangan ataupun - koiekuf §

'mc,ialul Kepala Desa / Lurah yang bersangkuian

5 _Dalam pcng,d_;uan Leberatan waglb pajak dapat memperkuat

:;-...;'.-alaszm iu,beralan dungdn mciampxd\an bui\u pundukung antara -

2o lains

C.
.

0

S

ot &

a. -Fotokopl KTP yang: bersangkatan
b.

Fotokopi bukti pelunasan PBB

... Fotokopi Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah / Sertifikat
- Fotokopi Bukti Surat Ukur /gambar situasi

Fotokpi Akta Jual Beli / Segel
Fotokopi Surat Penunjukan Kaveling
Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan
Fotokopi bukti resmi lainnya

Surat Keterangan Lurah / Kepala Desa

Dalam hal ini semua nantinya oleh pihak Direktorat Jenderal

Pajak dalam Pajak Bumi dan Bingunan akan memeriksa dan

melihat bagaimana penerapan yang diajukan oleh wajib pajak

apabila benar-benar adanya kekeliruan yang dilakukan, maka dari

pihak Direktorat Jenderal Pajak  khsusunya. Paiak Bumi_ dan.

Bangunan akan memberikan keterangan tentang surat keberatan

terschut apakah Diterima Seluruhnya, Sebagian atau Ditolak

berkenaan data yang disesuaikan oleh pihak Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan,

5. PembagianHasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan {PBB).

Jurnal Kafian llmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 1 tahun 2008

738




Pembagxan has:l peneuqm T r"’BB d1atur dalam pasal 18 ayat (I)Z'_'_ AP

'; :'Undcm;:, Undaﬂg Nomor 127 Iahun 19‘)4 dlmana dlteldpkdn btha:‘ e

has11 penenma'm pajclk merup’tkm penerxmaan Negara yang d1bag1 e

e 'mtara Pemenntah Pusczt dan Per neunta.h Daerah dengan 1mbanga.n_-_-: 2

_ .__-._:._.pembag:an sckurang,»inudea 9”% untuk Pemermtah Daerah S

Ay I"inokat II dan Pemermtah Daurah 'Imgka.t I sebagau pendapatani " -

: '..:'"1..'5'daer'1h yano bersangkutan

_ Pcraiuran Pe:mrmiah -ini s&:lanjutnya. scbagai. . petunjuk.. .. .

pelaksana - dliclbﬂ:&ﬂnll}d Surat Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 82/KMK.04.2000 tanggal 21 Maret 2000,

tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah dimana terdapat
dalam Pasal 1 berbunyi ;

1. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
penerimaan Negara dan sektor sepenuhnya ke Rekening Kas
'-Negéfa . ]

“2. 10% dwii hasil pencrimaan sebagaimnana dimaksud ayat (1)
merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat.

3. 90% dan hasil penerimaan sebagaimana ayat (1) merupakan
bagian penerimaan untuk Daerah yang dibagi dengan rincian :

= 16,2% untuk Daerah Propinsi vang bersanskutan

- 64,8% untuk Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan

- 9 % untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada
Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

6. Perhitungan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembagian Hasil Penerimaan ; Dalam hal ini diatur pada

- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000, tentang Pembagian Hasil
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" .- Penerimaan antara Pemerintah ‘Pusat dan Pemerintah Daerah dan

I{eputusan Menteri Kevangan No. 82/KMK.04.2000 pada tanggal

TN '_-S-ZIHMatét 2000. tentang 'Puﬁbagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi

. dan Bangunan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah

" -'--:-'__---'Ura1a ]fa o
el Haali penerimaan PBB

3 b .-_Pe_m_ermtah Pusat

e

Biaya Pemungutan PBB

- d. -Propinsi

B

Kabupaten / Kotamadya
Misalnya :

=100 %
+=10%x100% =10 %
Sisa.. = 90% _
= 10% x 90 % = 9%
Sisa = 8§1%

i

80% x 81% = 64,8%

20%x81%=162%

Hasil Penerimaan PB.B Kota Bandung Tahun 2004 Rp. 100 milyar

dan telah disetor kedalam rekening Kas Negara

Hasil Penerimaan PBB Kota Bandung

Rp. 100.000.000.000.-

Pemerintah pusat 10 %

10 % x Rp.100.000.000.000.-

Sisa

Rp. 90.000.000.000.-

Biaya Pemungutan 9 %

9% x Rp. 100.000.000.000.-

Atau 10 % x Rp. 90.000.000.000.-

| Rp. 5.000.000.000.-

Sisa |.=

Rp..81.000,000.000.-

Propinsi 20%

20% x Rp. 81.000.000.000.-

Atau 16,2% x Rp. 100.000.000.000

Rp. 16.200.000.000.-

Kabupaten /Kotamadya 80%

80% x Rp. 81.000.000.000

Atau 64,8% x Rp. 100.000.000.000.-

Rp. 64.800.000.000.-

dimasukan kedalam APBD
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Cfmtohl R R : e
kS Penghltunaan atas Bea Peroiehan H'ﬂ{ Ataq Dan Bang_qp__
_ Tanah (bumi) : 90 m2 NJOP (Rp. 103, 000) = | Rp..72.348.485
| Nilai, Perolehan Objek pa_]ak (NPQP) oo = Rp.72.348.485
:_Nil&} Perolehan Ob_]&k pajak Tldak Is_ena Pa_;ak' =| Rp.30.000.000
"'__POPTKP) oo T ] |
ﬂax Peroleh'ln Objek Pajdk Kena Pajak_f- = =R§.'42.‘349.48_5
(NPOPKP) - DIt EEE N
-1 Bea -P_r'.r'q_lclmu'-'}lak-Aias Tanah dan Bangunan | =| Rp. 2.117.424

yang terutang 5%

Bea per oichan hak atas tanah dan bangunan yang | = | Rp. 2.117.424,

harus dlbayar

Contoh 2.
‘Pak Dana bertempat tinggal di Kabupaten Bogé)r mempunyai

- sebidaﬁg tanah sawah seluas 10.000m2 dengan harga rata-rata atan

:'paSar Rp. 25.000/ per m2. Maka perhitungan PBB yang dikenakan
kepada Pak dana berdasarkan data pasar sebesar Rp. 25.000/perm?2
tersebut  dikonversi terlebih  dahulu dengan KepMenkeu
No.523/KMK.04/2000 pada kelas 34 penggolongan NJOP antara

Rp. 27.000. perm2, maka penghitungannya
Pajak Bumi dan Bangunan = 0,5% x 20% x (NJOP-NJ OPTKP)
= 1/1000 x (270.000.000. - Rp. 12.000.000.)
= Rp. 258.000.000 /1000
= Rp. 258.000

..23.000 s/d 31.000, dan tarifnya /nilai jual-permikaan bumi adaluh -
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'Maka PBB yang harus dlb&y&l Pak Dana adalah sebesar Rp.

_ .3-;258 000.- pertahim
i ;"-cmtohs

- Pax And1 bertemat fmggal di .hlan Duren Jaya Raya Jakarta Timur,

| '-"data luas tanah 3()2m dmgran ?mrg,a gual ymenurut data pasaf adalah

o Rp 850 000.- perm2 dan data luas bangunan 146 m2 dengan biaya

: pembangunan ditaksir Rp 400 .000.-
. perkotaan adalah :

.per.m2.. Perhltunggan selator R L

-~ Pertama kali data harga pasar .dan. biaya pembangunan harus

dikonversi terlebih dahulu ke

dalam SK Menkeun No.

. A23/KMEK.04/1998 ke dalam kelas untuk :

Tanah—kelas A-17 Nilai jual Permukaan Ruini

= | Rp.§02.000.-per m2

Bangunan kelas A-07 Nilai jual bangunan

1=t Rp. 429.000.- per m2

.Maka Pengenaan Tanah = 302 x Rp. 302.000.-

= | Rp, 242.204.000.-

Bangunan = 146 x Rp. 429.000.-

= | Rp. 62.634.000.-

NIJOP Tanah dan bangunan scbagai dasar

= | Rp. 304.838.000.-

pengenaan PBB

NJOPTKP = | Rp. 12.000.000.-

NJOP untuk penghitungan PBB = | Rp.292.838.000.-
--Pajak- Bumi-dan-Bangunan-{0;5%x-20%x Rp.-4-=-4-Rps=--292,838.~

292.838.000.)

Maka besarnya pajak Pak Andi yang harus dibayar adalah : Rp.

292.838.-
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i -.-:( ontoh 4

g Puhltunbdn PBB atab tanah dan. han,g,unan Ob_] ek Pajak Rumah baoz o

' Wa_}lb pa;ak perseomngan dengan NJOP Rp 1.000.000. 000 -

' 1sa]nya

':budm di alas tanah dengan data sebagaiberikut

e "'if?ak Rahmat seoranv usahaw.m memlhkl tanah dan rumah yang S

1750000000~ ]

Lus . '=._ 50(}1112, a8 # : NJOP_
Luas bangunan =4400 m2, -+ NJOP | Rp.  600.000.000.- |-
NJOP bumi per-m2 | = | Rp. 1.750.000.000.-": 500 | = Rp 3.500.000.-
| Konversi ke kelas B- | = Rp 3.375.000.-
50 menjadi _ \
NJOP bangunan per- | = | Rp. 600.000.600.- :400 ;= Rp 1.500.000.-
m2 ’
Konversi ke kelas B- | - = Rp 1.516.000.-
20 menjadi
NJOP Tanah = | 500 x Rp. 3.375.000.- r Rp. 1.687.500.000.-
NJOP Bangunan = | 400 x Rp. 1.516.000.- b Rp. 606.400.000.-
NIOP. ’ianah dan = Rp. 2.293.500.000.-
Bangunan p”
NJOPTKP = Rp. 12.000.000.-
NJOP untuk = Rp. 2.281.500.000.-
perhitungan PBB
Pajak Bumi dan{=|0,5% x 40 9% x Rp.|= Rp. 4.563.000.-
_Bang_t.i_n?‘_‘?_ 2.281.500.000.-

Maka PBB yang terutang bagi Pak Rahmat yang harus dibayar Rp.

4.563.000.-

Contoh 6.

Pak Johan mempunyai sebidang tanah dan rumah mewah di Pondok

Indah dengan data sebagai berikut
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u: .m SRV B S B R

: Tanah seluas 1000 m2 dengan N]OP

Rp. 5.500.000.000.-

;.Bangunan seiuas 300 m2 de ngm NJ(}P : Rp 2.0Q0.00_Q;OGD.~ :
3'Taman yang mdah 200 m2 dengan NIOP-- RP. " +30.000.000.-
ﬁ_-:Kolam renang 250 m2 dengan NJOP. Rp. . .300.000.000.-

‘Pagar ‘mewah dengan- pmtu elekirik dan’ :

‘Rp. 150.000.000.-
3"_'h1asan berukir bem baja chdepan rulnah'-
ek :3sepan3ancr Depan 20 m2 dan sampmg dan" 5 AR

fbei akang : 120 mzberl_apl}: tcmbok e,
;deh:gan uk.ir‘é_ﬁ keramik.NJOP .

sesuai
s dengan taksiran sebesar
| Uraianhya:
No Uraian Nilaijual | Konversi NJOP Kelas Jumlah Nilai Jual -
Per-m2(Rp) (Rp) . Pengenaan (Rp)

1 | Tanah 1600m2 5.500 5.625 Kel.B 45 -5.625.600
2 | Bangunan 300m2 6.66¢ 6.950 Kel.B10 2.085.000
3 | Taman 200m2 150 162 Kel. A13 32.400
4 | Kolam R250m2 1.200 1,200 Kel.A. 1. 300.000
5 | Pagar T40m2 1.071 1.200 KelLA 1. 168.000
6 | Jumlah NJOP

T&B 8210400
7 | NJOPTKP 12.000
§ | NJOP PBB 8.198.400
9 | PBB (0,5% x 40% 16.396,8

= 1 / 500x

8.149.400)
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- Contoh 7: -

R S_a_tl.lar'iRumah Susun di Kelnder dengan data sebagai berikut ;

. 1._.Lués Tanah = 5000M2, kelas A-33.dengan nilai Jual Rp.
st 36.000.- per m2. s | o

2. Bangunan Hunian :

a2()0 mxii_TypeQI @Laas - =21m?2, Jumlah

: = 4,200m2.
. b.100 Unit Type-36 @ Luas =36m2, Jumlah = 3.600m2
2. 50 Unit Type-48 @ Juas = 48m?, Jumlah - = 2.400m2 +

Jumlah luas bangunan hunian TR = 10.200m
Kclas Bangunan hunian kelas A-10 Rp. 264.000/per m2
Bangunan Bersama (tangga, emper dll) kelas A-10 Rp. 264.000.-
per m2 = Rp. 1.800m2

~ Jumlah luas bangunan hunian + banginan bersama = 12.000m2

Bangunan Sarana (Jalan, tempat Parkir, dll) kelas A-10 Rp.
41 B 264.000.- per m2 = 2.000m2

- Perhitungan PBB : ‘
~ NJOP Tanah : 5.000 Rp. 36.000 =Rp. 180.000.000.-

NJOP Bangunan
a. Hunian : 10.200 x Rp. 264.000. =Rp2.692.800.000
b. Bangunan Bersama = 1.800 x Rp. 264.000. =Rp. 475.000.000.
¢. Prasarana =2.000 x Rp. 264.000... s .. =Rp. 528.000.000.
Uniuvk Type 21 :
NJOP Tanah=_21  x Rp. 180.000.000. =Rp. 370.588
10.200
NJOP Bangunan = _21 _ x Rp. 3.696.000.000 = Rp. 7.609.411.
10.200
" NJOP Tanah + Bangunan ~Rp. 7.979.000.
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NJOPTKP - o = Rp. 12.000.000.

© PBBType2l .- -=Rp. Nihil
ik .:S'_".._i'}.%[}niuk.Tvpe..;SG_- . . : -_
| . NJOP Tanah = _36 _ x 180.000.000. . =Rp. 635.294,
. o300, | T
© NJOPBangunan= _36_ xRp.696.000.000. =Rp. 13.044.705
. _.: _ 10.200 . o e B R
‘NJOP Tanah dan Bangupan~ -+ == = =Rp, 679.000.999.
NJOPTKP ' CE s e =Ry, 12.000.000.
‘NJOPKP: - Y =Rp. 1.679.999.
. PBB =0.5% x 20 % x Rp. 1.679.999 - =Rp.  1.680.
PBB terutang = 50 % x Rp. 1.680, =Rp. 840,

“Untuk Type ~48::

‘NJOP Tanah=_48  x Rp. 180.000.000 = Rp. 847.058

10.200
Bangunan = __48  x Rp. 3.696.000.000. =Rp. 17.392.941,17
10.200 |
NJOP Tanah dan Bangunan = Rp. 18.239.999,17
- NJOPTKP = Rp. 12.000.000.
- NJOPKP = Rp. 6.239.999,17

- PBB-=0:5%% 20% % Rp:-6:239:099: 17— om Rpe6 240, oo

PBB Terutang = 50% x Rp. 6.240,00 =Rp. 3.120,00 -

B. PENUTUP

Saat ini pajak merupakan primadona penerimaan Negara yang

paling utama, dimand krisis ekonomi dan monetar yang terjadi di Indonesia

yang tak kunjung habis makin memacu dan meningkatkan kesadaran

masyarakat akan dampak negatif dari utang Negara dan para pengusaha,
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i .".’__ﬁ{::_kbnomi daii.-_mo'_nctcr. Dalam Sistem Self 'zia:q‘éjsi:zeizt vang dianut dalam .
 dunia perpajakan - kita . ada tiga- dimeijs'i_ fungsi utama vyang harus -
- diperhatikan - dan . dilaksenaken -oleh Aparatur dibidang perpajakan . -
~ diantaranya : B . '
=

. :Penyuluhan.

: 2 '5-_"Pe'1a'yanan S
3 Pengawasan

Memang sesungguhnya sangat sulit untuk menentukan fungsi mana
yang paling dominan dan sangat menentukan keberhasilan realisasi
-+ penerimaan pajak. Seyogyanya ketiga fungsi tersebut harus berjalan serasi
dan bersama-sama seiring sejalan saling menunjang dalam suatu proses
kerjasama melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kini dalam era demokrasi dan rakyat menginginkan sesuatu
serba jelas dan fransparan dan penuh peloyanan, maka mau tidak mau

~vaparat perpajakan juga dituntut dapat memberikan pelayanan dengan penuh

dedikasi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat atau dalam era sekarang
ini disebut sebagat Pelayanan Prina.,

Direktorat Jenderal Pajak khusvsnya bidang Pajak Bumi dan

Bangunan mengantisipasi perubahnn perilaku  administrasi aparat

perpajakan sesungguhnya telah lebih maju mendahului pola pikir dan

~ . .sehingea menuntut jalen ‘keluar yang ‘semakin cepat dari. keterpurukan = .
28 J : yang -5¢l

pelayanan kepada waiib pajak dimana ierdapat Pelayanan Satu Tempat
(PST) yang pada pokoknya mengatur mengenai :
1. Disetiap Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ada satu tempat

pt;léyanan bagi wajib pajak
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. Pelayanan satu tempat divsahakan berada dilantai dasar dan menghadap
pintu utama sehingga begitu wajib pajak masuk ruangan akan terlihat
dan segera mengetahui informasi yang dibutuhkan

- Petugas Pelayanan merupakan team dari unsur-unsur scksi terkait
dalam pelayanan

. Pelayanan diiaksanakan_diba_wah Koordinasi dari seorang Koordinator

- dari Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi - - :

dan Bangunan

5, Petugas dan Team Pelayanan mengutamakan dan menekankan pada

keluwesan dalam tugas

.6, Pelayanan Satu Tempat mcnggunakan sarana pendukung berupa

Komputer, DHKP, Peta Blok, Buku Klasifikasi NJOP dan data lain
yang dibutuhkan untuk kemudahan pelayanan
Wajib Pajak memerlukan pelayanan diharuskan memenuhi pesyaratan

yang telah ditentukan

Pelayanan Satu Tempat ini kemudian dalam kondisi seperti

sekarang ini telah dikembangkan dan dilengkapi dengan Pelayanan

Informasi Telepon, Home Page Perpajakan dan khusus pembayaran saat ini

telah dibuat sistem baru yang discbut POS (Paymrent On Line System).
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BA TAR PU“ E‘AKA

: ..-'.:Atep Adya Barata Dr MSL '& SZaenai DIS MM “Pajak..:?Bn:}zf '-‘da.r.t:_;_::_i

B’angunan” RERNE

"eputusan Menterl Keuangan No 5’>3/KMK 04/ 1998 “T entang Penggoiongan f‘fiﬂ

_rlm Jual Pemmlmmr Bumr drm Brmgmmn

tu:'z n_ Pemermtah No 16 E:'ahun 2000 > Pembag:an Has:l Penenmaan ;';g-___.';}:.ﬁ_ -

' '-_SK Menten Keuangan No 516/KMK 01 1992 ,.” Tata Orgamsasz Kerya “
Surat Edaran No SE-IQ/PJ 6/ 1994 « terztng SISMIOP” ' :
--Surat Edaran Direktorat Jenderal. Pajak No. SE.GO/PY2001. * Tentang -
o PetmuukPeiaAsana Pendaﬂarm: Obj&’{ dan Subjek Pajak”. |
Undang—Undang No 12 Tahun 1994 - Tentang Pajak Bumi Dan

. Bangunan 7,
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